
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2OO5

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PEfIATURAN DAERAH KABUPATEN JEPAM

NOMOR ETAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIII,,PINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

JEPARA

DFNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa dengan berlakunya PeratuEn Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PeEturan Pemerin[ah
Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuansan Pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat DaeEh. maka kedudukan keuangan
Pimpinan dan Anggota D*an PeMkilan Ralryat Daekh
sebasaimana diletapkan dalam Peraturan Daorah KabuPalen
Jepara Nomor I Tahun 2004 pedu dninjau kembali daf,

bahwa bordasa*an pedjmbangan sebasaimana dimaksud huruf
a, perlu menelapkan PeratuEn Daerah KabuPaten JePa6
tentang Perubahan Atas Peratubn Dae6h Kabupal€n Jepara
Nomor 8 Tahun 2004 tenlang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggoia DPRD Kabupaten Jepara
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3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara iLembaran Negah Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemba6n NegaE Republik lndonesia
Nomor4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Pemusyareratan Rakyai Dewan
PeMkilan Rakyal, Dewan PeMakilan Dae.ah dan oewan
PeMakilan Rakyat Daehh (LembaEn Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Nesaa
Republik lndonesia Nomor,1310)i

: 1. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang Pembeniulran
DaeEh dae.ah Xabupalen Dalam lingkungan Propinsi Jawa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 8 TAHUN 2004 TENT ANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirmpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali dan 
dilakukan perubahan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan erwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 
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7.

8.

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan PengaMsan Alas Penyelenggeraan
Pemennlahan Dae,ah (Lembsran NegaE Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 4l, Tambahan Lemba€n Ne9a6 Republik
lndonesia Nomor4090);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan
Negara (Lemba6n NegaE Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran NeoaE Republik lndonesia
Nomor4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan
PeEtu€n Perundans undansan (Lembaran Negara republik
lndonesiaTahun 20M Nomor53, Tambahan tembaran NegaE
Republik lndonesia Nomor 4389)i

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeah (LembaEn Nesara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran NegsE Republik lndonesia
Nomo. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peratuian
Peme ntah Penosanti Undanq-Undans Nomor 3 Tahun 2005
(LembaEn NegaE Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonor4493);

Undans Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenians Penmbansan
Keuangan Anta.a Pemeintah Pusat dan Pemednlah Daerah
(LembaEn NegaE Republik lndonesia Tah'rn 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemba6n Negara Republik lndonesia Nomoi4438):

P€raluran Pem€rinhn Nomor 105 Tahun 2000 teniang
Pengelolaan dan PerianggungjaMban Keuangan Daerah
(LembaEn NesaE Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor202,
Tambahan LembaEn Negara Republik lndonesia Nomor 4022);

lo.Peraiuran Pemerintah Nomor 24 Iahun 2004 lsniang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AEgola
Dew'n Perwakilan Rakyai DaeEh (Lemba6n NegaE Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LembaEn Nesa€
Republik lndonesia Nomor 4416), sebagaimana lelah diubah
dengan PeEturan Pemedntah Nomor 37 Tahun 2005
(LembaEn Negak Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan LembaEn Negara Republik lndonesia Nomor4540);

ll.PeratuEn D@rah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002
lentang Pokok pokok Pengetolaan Keuangan DaeEh
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepa.aTahun 2002 Nomor25) i

l2.PeratuEn Daenqh Kabupaien Jepara Nomor I Tahun 2004
tentans Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota OeMn
PeMakilan Rakyal DaeEh Kabupalon JepaE (Lembaan
Dae6h Kabupalen Jepara Tahun 2004 Nomo. 14, Tambahan
LembaEn Daerah Kabuqaten JepaE Nomor 8) i

' 2 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4355), 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389), 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4022), 

9. Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggeraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 25), 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8), 
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Dengan Pers€tujuan Bo,sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAAUPATEN JEPARA

dan

BUPATIJEPAM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERiJMIIAN ATAS
PERATURAN DAEMH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN
2OO4 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN OAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN MXYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketenluan dalam Peraturan Daerah Kabupaben JepaE
NoBorS Tahun 2004 tenlans Keduduk€n Keuangan Pimpinan dan
Anggok oeMn Pe akitan Rakyat Oaerah Kabupaten Jepa6,
diubah sebagai be.ikut :

1 Ketentuan Pasal 1 angka 13 dirbah sehingga bebunyisbagai

Pasal 1

Dalam Poraturan Daerah iniya.g dimaksuddengan:

l3.Tunjansan lesejahteraan adalah tunjangan yang di*diakan
kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pembeian
jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah
jabatan pimpinan DPRD dan pedenskapannya, rumah dinas
dan pedengrapannya kendaraan dinas ,abatan p'mpindn
DPRD, pemberian pakaian dinas, uans duka Mrat4*as
dan bant'ran biaya pengwusan je.azah:

2. Ketentuan Pa$|6 diubah, *hinqqa belbunyi sebagai bedikd :

Pasal6

Pimpinan alau Anggota OPRD yang duduk dalam Panitia
MusyawaEh a[au Komisi atau Panitia Anggaran atau Aada,
Kehomatan atau Alat Kelengkapan lainnya yans diperlukan,
dib€rikan tunjansan alat kelenskapan sebasai berikut:

Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setengah peMEtus ) dari
tunjangan jabatan Ketua DPRD:
Wakil Ketua sebesar 5 0,6 ( lima pelseratus ) dai lunjangan
jabatan Kelua DPRD;

c. Sekrelaris sebesar 4 o,4 ( empal peBeratus ) da tunjangan
jabalan Keiua DPRD|

d. Anggota 3 % ( liga perseralu6 ) dari tunjangan jabatan Ketua

J 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

dan 

BUPATI JEPARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 
2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, 
diubah sebagai berikut : 

1 Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan 
kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian 
jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah 
jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas 
dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan 
DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas 
dan bantuan biaya pengurusan jenazah; 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai bertikut 

Pasal 6 

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia 
Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Bacdan 
Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, 
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut: 

a. Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setengah perseratus ) dari 
tunjangan jabatan Ketua DPRD; 

b. Wakil Ketua sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari tunjangan 
jabatan Ketua DPRD; 

c Sekretaris sebesar 4 % ( empat perseratus ) dari tunjangan 
jabatan Ketua DPRD; 

d. Anggota 3 % ( tiga perseratus ) dari tunjangan jabatan Ketua 
wRn 



PasalS

(1). Pimpinan dan AngOoia DPRD be*rta keluarganya
dibedkan jaminan pemelinaEan kesehakn dalam bentuk
pembayaran prcmi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditelapkan oleh pemerintah daerah.

(2). Keluae6 Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapal
jamina. perelihaBan kesehatan yanu suami atau isten'
dan 2 (dua) oEns anak.

(3). B€$rnya plemi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) temasuk biaya general check up salu rali dalam
*lahun basiPimpinan dan Anssota DPRD.

(4)- PembayaEn premi asuransi.sebasaimana dimaksud pada
ayat(1) dibebankan pada APBO.

4. Keientuan Pasall2diubah, sehingga berbunyi *bagai benkut :

Pasa! 12

(1). Oalam hal Pemen ah Daerah belum dapat menyediakan
,umah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRO,
kepada yang beBanskukn dibedkan tunjansan

(2). Tunjansan perumahan sebasaimana dimaksud pada ayal
(1) dibeikan dalam bentuk uang dan dibaya*an seliap
bulan l€rhitung mulaj tanggal pengucapan sumpah /janii.

(3). Pemberian lunjansan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus mempedalikan azas kepatuirn,
kewajaEn dan Esionalitas sefta standart harsa selempat

(4) Kebrnuan lebih lanjut mengenai besamya tuniansan
perumahan s€bagaamana dimaksud pada a)€t (2)
ditetapkan densan peratuEn Eupati.

3. Ketentuan Pasal a diubah, sehingga berbunyi *bagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 16drubah, sehmgga berbunyr sebagai berikd'

5. Penjelasan Pasal 13 diubah, sebagaimana te@nlum dalam

Pasal16

(1). B€lanja ponunjanq kegiatan disediakan untuk mendukuns
kelancaEn lugas, funqsidan $ewenanq DPRD.
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3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya 
diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk 
pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga 
asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

(2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat 
jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri 
dan 2 (dua) orang anak 

(3). Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) termasuk biaya general check up satu kali dalam 
setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(4). Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan pada APBD. 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
rumah jabatan impinan atau rumah dinas Anggota DPRD, 
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan. 

(2). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji. 

(3). Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, 
ewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat 
yang berlaku 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan 
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan peraturan Bupati. 

5. Penjelasan Pasal 13 diubah, sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan, 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 16 

(1). Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung 
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD 
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(2). Belanja penuniang kegiaian *baqaimana dimaksud pada
aFl {1) disusun bedasa*an Fn€na heia yang
ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3). Re.@na keda DPRD dapat berupa kesiatan :

b ko.junsan keda.
c. p€nyiapan Encangan peEluran daerah, penskajian dan

penelahaan peraturan daeEhi
d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme.
e. koordinasi dan konsuftasi kegiatan pemeiintahan dan

kemasya6katan.

7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayal,
yaitu ayat (2a) dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah.
sehingga bebunyi sebasai berikul :

PasallT

(1) Ssketads DPRD menyusun belanja DPRO yang lediri
alas belania penghasilan Pimpinan dan Ansgola DPRO,
tunjansan kes€iahteraan Pimpinan dan Anggota dan
belania penunjans kesialan DPRD yang diromul.sikan
kedalam renccana kera dan anggaian saluan keda
perangkai daerah sekEta at DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan
sbasaimana dimaksud pada ayal (1)

Anggota DPRD

ketentuan Pasal2 dianqoafi€n dalam pos

(2a). perumahan sebagaimana dimaksud pada ayal
dalam ketentuan Pasal 12 dianssarkan dalam

(3). Tunjangan keeiahteEan Pimpinan dan Anggoia DPRD
sebagaimana dimalGud pada ayal (1) lersebut dalam
ketentuan PasalS, Pasal9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14
dan Pasal 15 sena belanja penunjang kegiatan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasa, 16 ayal (2)
diansarkan dalam pos sekehnal OPRD yang diuEikan
kedalam jenis belania sebagai berikut :

a. belanja Pegawai.
b. beranja ba€ns danjasa.
c belanja peialanan din6.
d. belanja peme[haraan.

(4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Seketa.is
DPRD dengan berpedoman pada ketenluan peraturan Per
Undano-Undansan.
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(2). Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang 
ditetapkan Pimpinan DPRD, 

(3). Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan 
a. rapat-rapat 
b. kunjungan kerja 
c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan 

penelahaan peraturan daerah, 
d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme. 
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan 

7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, 
yaitu ayat (2a) dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 17 

(1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri 
atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, 
tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota dan 
belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan 
kedalam renccana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sekratariat □PRO 

(2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam 

=ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam pos DPRD 

(2a). unjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
-)tersebut dalam ketentuan Pasal 12 dianggarkan dalam 

pos □PRO. 

(3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam 
ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 
dan Pasal 15 serta belanja penunjang kegiatan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
diangarkan dalarm pos sekretariat DPRD yang diuraikan 
edalam jenis belanja sebagai berikut 
a. belanja pegawai. 
b. belanja barang dan jasa. 
c. belanja perjalanan dinas 
d. belanja pemeliharaan. 
e. belanja modal 

(4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris 
DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan per 
Undang-Undangan 



Pcalll

Pemturan Da€rah ini mulai berlal(U pada t nggal diunGngkan.

Asff strap o€ng mengetahuinya. melBintEl*an p€.Eundangan
dsngan peneripatannya datm L€mbaIEn da€rah KebupaGn

pada tanosal 28 NoPember 2005

Diundafl{kEn di J€para
Padat r{gEl 23 ltole!€r 2oo5

SE(RETARIS DAEMH KASUPATEN JEPAAA

M, EFFENDI

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2OO5 TIOMOR 7

HENDRO MARTOJO,

eElql''rANEimii
99!i{ari6E;;
(€!!ra B;ol;

E4C!4N HUiT
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Pasal ll 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penermpatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten 
Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggat 28 Nopember 2005 

cw 
HENDRO MARTO.JO. 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 28 Nopember 200 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

M. EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 7 

PENELITIAN SURZr 
JABATAN 

Sekretaris Daerah 
Asisten 
Kepala Bagian 
Kasuba 
BAGIAN HUKuM 
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PENJETASAN

ATAS

PERATURAN DAEMH KABUPATEN JEPAFIA

NOI\4OR 8 TAHUN 2OO5

TENTANG

PERUBAITAN ATAS

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN JEPARA

NOI\,!OR 8 TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN

OAN ANGGOTA OPRD KABUPATEN JEPARA

I, PENJELASAN UMUM

Dewan P€lwakilan Rakyat DaeEh (DPRD) merupakan Lembaga
Pemedntah Daerah sebagaj wahana demokEsj dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah- S€baga, Lembaga Pemedntahan DaeEh, oPRO
mempunyai kedudukan 6€tara dan memiliki hubungan keqa beBifal kemitEan
densan Pemenntah Daerah. Bedasafian hal teGebul antar kedua lembasa
wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang ha.monis dan salu
sama lain saling mendukung, bukan *bagailawan atau p*aing.

Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapal melaksanakan k*aiibannya
meninskalkan pe.an dan tangqung jawsb mengembanskan kehidupan
demokasi, menjamin keteffakilan rakyai dan daerah dalam melaksanakan
tugasdan kMnanganrya, mensembanskan hubungan dan mekanisme cheoks
and balance antara lembaga legeslatif dan eksekutif, meningkaikan kualilas,
produKifrtas, dan kineda demi teMjudnya keadilan dan kesejahtsEan
masyarakat, maka pedu didukung dengan keuangan yang jelas yang dibebanran
pada APBO. Oleh kar€na itu diperlukan adanya pengatuEn Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anssok DPRD yang dasesuaikan dengan kemampuan
keuanqa. DaeEh yanq ditetapkan denOan Peraluran Daerah

I, PENJELASAN PASAL DE[4I PASCL

Pasal 1

CukuPjelas.

Cukupjelas.

Yang dimaksud dengan "pemelihaEan kesehala."
adalah upaya yang meliputi Peningkatan,
penyembuhan, dan pemulihan kesehatan
Aesamya pmi asuEnsi bagi Pimpinan dan Anggola
DPRD paling ilnggi sama deng.n besamya premi
asuEnsiau9ati.
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 8 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA OPRD KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga 
Pemenntah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD 
merpunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan 
dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga 
wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu 
sama lain saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. 

Agar Pimpinan dan Anggota □PRO dapat melaksanakan kewajibannya 
meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan 
demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme Checks 
and balance antara lembaga legeslatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, 
produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan 
mnasyarakat, maka perlu didukung dengan keuangan yang jelas yang dibebankan 
pada APBD. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan Kedudukan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan 
euangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 
Angka 1 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Angka 2 
Pasal 6 

Cukup jelas. 

Angka 3 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" 
adalah upaya yang meliputi peningkatan, 
penyembuhan, dan pemulihan kesehatan 
Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi 
asuransi Bupati 
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Yang dimaksud dengan suami ai.u isbei adalah (satu)
orans .uahi ahu 1 {salu) orang isted.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung
atau anak angkat, dengan kelentuan :
- Belum menikah I

- Bagi anak yans beekdah sampai densan b€rumur
25tahun:
Bagi anak yang tidak beEekolah sampai dengan
berumu.22lahun,

Ayar (3)

12

Pakaian Din6 beserla atdbuinya lerdid atas :

a. Pakaian Sipil Hanan diBediakan 2 (dua) pasang

Pakaian Sipil Resmi dis€diakan 1 (satu)

Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu)

Pakaian Dinas Harian lengan paniang 1

pasano dalam I (stu) tahun.

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan
pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghemalan,
kepalutan, dsn keMjaEn.

cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis
belania" Adalah sebaoai berikut :
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah (satu) 
orang suami atau 1 (satu) orang isteri 
Yang 

dimaksud 

dengan 

anak 

adalah anak kandung 

atau anak angkat, dengan ketentuan 
- Belum menikah; 
- Bagi anak yang bersekolah sampai dengan berumur 

25 tahun; 
- Bagi anak yang tidak bersekolah sampai dengan 

berumur 22 tahun 

Ayat (3) 
Cukup jelass. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Angka 4 
Pasal 12 

Cukup jelas 

Angka 5 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas · 
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang 

dalam 1 (satu) tahun. 
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang 

da1am 1 (satu) tahun. 
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang 

dalam 5 (lima) tahun. 
d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) 

pasang dalam 1 (satu) tahun. 

Ayal (2) 
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan 
pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, 
kepatutan, dan kewajaran. 

Angka 6 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

Angka 7 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (2a) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis 
belanja" Adalah sebagai berikut 
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cukup jelas

Belanja pegawai antaE lain unluk kebuluhan
belanja Gaji dan Tuniangan Pegawai Sekrciariat
OPRD sesuai dengan golongan jabaian.
Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebduhan
belanja ba6ng dan jasa habis pakai, seperti alai
rulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggoia
DPRD dan Pegawai Sekdanat DPRD, p,emi
asuransi kes€hatan, konslmsi 6pat daeEh. belania
listrik, ielepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja pedalanan
Pimpinan dan Anggota oPRD dalam rangka
melaksanakan tugasnya atas nama lembaga
p€Makibn rakyal daeEh baik didalam dae€h
maupun kelrar daeEh yang bsamya dis6uaikan
dengsn sliand perjalanan dinas Pegawai Negeri
SipilTingkatA yang dileiapkan oleh Bupati.
Belanja pemelihaEan antara lain pemelihaEan
srana dan prasarana gedung kantor DPRD dan
Sekelariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan
rumah dinas Anggota DPRD dan kendaEan dinas

B€lanja modal antaE lain untui kebutuhan
pembangunadpeduasan / penambahan sedung
kantor / rumah iabatan / rumah dinas, pengadaan
penengkapan/pe€laian rumah jabalan Pimpinan
oPRO dan / atau rumah dinas anggota DPRD,
peElatan / perlenskapan kantor, pengadaan
kendaaan dinas pimpinan DPRD yanq silainya
menambah ketayaan daerah.

tAMBAEAI{ LE!18.1!,\1I DAER,\E KABOPATIII JEPARA iOt.tOR

' 
9 ' ( 

a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan 
belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat 
DPRD sesuai dengan golongan jabatan 

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan 
belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat 
tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota 
DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi 
asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja 
listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. 

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan 
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka 
melaksanakan tugasnya atas nama lembaga 
perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah 
maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan 
dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri 
Sip ii Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati. 

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan 
sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan 
Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan 
rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas 
pimpinan DPRD. 

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan 
pembangunan/per1uasan / penambahan gedung 
kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan 
perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan 
DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, 
peralatan / perlengkapan kantor, pengadaan 
kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya 
menambah kekayaan daerah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal II 
Cukup jelas 
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